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ABSTRAK 

Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Solok merupakan lembaga yang 

berwenang menyelesaikan sengketa konsumen di luar pengadilan , salah satunya kasus 

Putusan Nomor : 22/BPSK-SLK/P.PTS/IV/2022. Pada kasus ini konsumen merasa 

dirugikan karena adanya pembayaran tagihan listrik yang tidak wajar di PLN Cabang 

Solok dan pencabutan MCB listrik. Rumusan Masalah bagaimana proses penyelesaian 

sengketa konsumen terhadap pembayaran tagihan listrik yang tidak wajar di PLN Cabang 

Solok oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Solok dan bagaimana peran 

Badan Pernyelesaian Sengketa Konsumen Kota Solok dalam penyelesaian pembayaran 

tagihan listrik yang tidak wajar di PLN Cabang Solok. Dalam penelitian ini peneliti 

menggunakan metode penelitian empiris dengan melakukan wawancara kepada pihak 

Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Solok dan para pihak, selain melakukan 

wawancara peneliti juga mengumpulkan data melalui studi dokumen dengan 

menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Berdasarkan hasil 

penelitian yang peneliti lakukan, yaitu  proses penyelesaian sengketa konsumen terhadap 

pembayaran tagihan listrik yang tidak wajar di PLN Cabang oleh Badan Penyelesaian 

Sengketa Konsumen Kota Solok yaitu melalui proses tahap pengajuan pengaduan, 

pemeriksaan awal, persidangan, putusan, dan pelaksanaan putusan. Para pihak memilih 

proses penyelesaian melalui mediasi, selanjutnya ketika proses persidangan berjalan 

adanya kesepakatan kedua belah pihak dan sengketa berakhir damai dan dengan 

ditandatangani surat kesepakatan para pihak tanggal 12 April 2022. Adapun peran Badan 

Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Solok dalam penyelesaian pembayaran tagihan 

listrik yang tidak wajar di PLN Cabang Solok adalah sebagai mediator atau penengah 

yang bersifat memberikan nasehat, petunjuk, saran dan upaya dengan memberikan 

pemecahan masalah dalam penyelesaian sengketa yang saling menguntungkan bagi 

pihak yang bersengketa sehingga sengketa berakhir dengan damai antara para pihak.
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